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Acara Perdata., HAPTUN, H.A. Peradilan Militer

Pidana dengan Praktik Peradilan Perdata, Tata 
lainnya.lainnya.

dan PPP



BEBERAPA ISTILAH DALAM
PIDANA

DALAM HUKUM ACARA
PIDANA



DEFINISI HK ACARA
Prof. DR Wirjono Projodikora, mendifinisikan

Jika suatu perbuatan dari seorang tertentu
pidana merupakan perbuatan yang diancam dengan

Jika suatu perbuatan dari seorang tertentu
pidana merupakan perbuatan yang diancam dengan

jika ternyata ada hak badan pemerintah yang 
menuntut seorang guna mendapat hukuman

bagaimana hak menuntutitu dapat dilaksanakan
didapat suatu putusan Pengadilan, cara bagaimana

putusan Pengadilan yang menjatuhkan suatu
dijalankan.

Hal ini semuaharus diatur dan peratura inilahHal ini semuaharus diatur dan peratura inilah
acara pdana ( Prof. DR Wirjono Prodjodikoro
di Indonesia, h 15 ).

ACARA PIDANA
mendifinisikan sbb : 

tertentu menurut peraturan hukum
dengan hukuman pidana, jadi

tertentu menurut peraturan hukum
dengan hukuman pidana, jadi
yang bersangkutanm untuk

hukuman pidana, timbul soal cara
dilaksanakan, cara bagaimana akan

bagaimana dan oleh siapa suatu
suatu hukuman pidana, harus

inilah yang dinamakan hukuminilah yang dinamakan hukum
Prodjodikoro, SH, Hukum Acara Pidana



Secara keseluruhan Hukum Pidana dapat dibedakan
hukum pidana formal. 

Hukum pidana formal menurut R. Soesilo dikatakan
kumpulan peraturan-peraturan hukum yang memuat

a. Cara bagaimana harus diambil tindakan-tindakan
suatu tindak pidana, cara bagaimana mencari kebenaran
apakah yang telah dilakukan. apakah yang telah dilakukan. 

b. Setelah ternyata bahwa ada suatu tindak pidana
harus mencari, menyelidiki dan menyidik orang-orang
pidana itu, cara menangkap, menahan, dan memeriksa

c. Cara bagaimana mengumpulkan barang-barang
tempat-tempat lain serta menyita barang-barang itu
Cara bagaimana pemeriksaan dalam sidang pengadilan
dapat dijatuhkan pidana. dapat dijatuhkan pidana. 

e. Oleh siapa dan dengan cara bagaimana putusan
dan atau dengan singkat dapat dikatakan: yang 
mempertahankan atau menyelenggarakan hukum
keputusan hakim dan cara bagaimana isi keputusan
Acara Pidana, Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana

dibedakan menjadi hukum pidana material dan

dikatakan bahwa hukum pidana formal itu adalah
memuat ketentuanketentuan tentang : 

tindakan jika ada sangkaan bahwa telah terjadi
kebenaran-kebenaran tentang tindak pidana

pidana yang dilakukan, siapa dan cara bagaimana
orang yang disangka bersalah terhadap tindak

memeriksa orang itu.

barang bukti, memeriksa, menggeledah badan dan
itu untuk mambuktikan kesalahan tersangka. d. 

pengadilan terhadap terdakwa oleh hakim sampai

putusan penjatuhan pidana itu sendiri dilakukan
: yang mengatur tentang cara bagaimana
hukum pidana material, sehingga memperoleh

keputusan itu harus dilaksanaka ( R Soesilo, Hukum
Pidana Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum ).



FUNGSI HK ACARA
Prof. Moeljatno, SH berdasarkan atas definisi
dibuatnya menambahkan bahwa fungsi hukum
melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum pidanamelaksanakan ketentuan-ketentuan hukum pidana

Dan sehubungan dengan fungsi hukum acara
dalam tulisannya “Leerboek van Het Nederlandsch
menyebutkan ada 3 (tiga) fungsi pokok Hukum

Mencari dan menemukan kebenaran

Pengambilan putusan oleh Hakim 

Pelaksanaan dari pada putusan yang telahPelaksanaan dari pada putusan yang telah
1978). 

ACARA PIDANA
definisi hukum acara pidana yang 

hukum acara pidana adalah
pidana. pidana. 

acara pidana Mr. J.M. Van Bemmelen, 
Nederlandsch Strat procesrecht”, 

Hukum Acara Pidana yaitu: 

telah diambil (S.Soema Dipradja, telah diambil (S.Soema Dipradja, 



TUJUAN HK ACARA
 Pedoman pelaksanaan KUHAP, adalah
atau setidak-tidaknya mendapati kebenaranatau setidak-tidaknya mendapati kebenaran
yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara
ketentuan hukum acara pidana secara jujur
mencari siapakan pelaku yang dapat didakwa
hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan
guna menemukan apakah terbukti bahwa
dan apakah orang didakwa itu dapat dipersalahkan

Demikian juga pendapat Simons dan Mr
pada intinya tujuan Hukum Acara Pidana
materiil , sehingga kebenaran formil bukanlah
acara pidana” 

ACARA PIDANA
untuk mencari dan mendapatkan

kebenaran material, ialah kebenarankebenaran material, ialah kebenaran
perkara pidana dengan menerapkan

jujur dan tepat, dengan tujuan untuk
didakwa melakukan suatu pelanggaran

pemeriksaan dan putusan dari pengadilan
bahwa suatu pindak pidana telah dilakukan

dipersalahkan. 

Mr .J. M. Van Bemmelen mengatakan
Pidana adalah “mencari kebenaran

bukanlah merupakan tujuan dari hukum



ASAS-ASAS DALAM HAP DAN
Dalam hukum acara pidana dikenal adanya beberapa

Azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan

Azas praduga tak bersalah (Presumption of Innocence)Azas praduga tak bersalah (Presumption of Innocence)

Azas oportunitas

Azas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum

Azas perlakuan yang sama di depan hakim 

Azas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan

Azas bantuan hukum

Azas ne bis in idem Azas ne bis in idem 

 Azas hak ingkar

Azas kehadiran terdakwa

 Azas ganti rugi dan rehabilitasi

Azas kepastian jangka waktu penahanan.

DAN PPP.
beberapa azas yaitu: 

ringan

(Presumption of Innocence)(Presumption of Innocence)

umum



SEJARAH SINGKAT HAP DAN
Pada zaman Hindia Belanda dahulu terdapat
dalam hukum, halmana disebabkan karena pada
penduduk berlaku hukumnya masing-masing. 
waktu itu diatur dalam peraturan perundangwaktu itu diatur dalam peraturan perundang

a. Tahun 1848 dengan dikodifikasikannya tentang
Perundangan Untuk Indonesia” (Alegemene Bepalingen
disingkat AB), di dalam pasal 6 samapi 10 mengatur
penduduk Hindia Belanda golongan Eropah
Pembagian ini didasarkan atas perbedaan agama 
penganut agama Kristen termasuk golongan
bukan Kristen adalah golongan Bumiputrabukan Kristen adalah golongan Bumiputra

DAN PPP DI INDONESIA.
terdapat dualisme dan atau pluralism 

pada waktu itu setiap golongan
. Penggolongan penduduk pada

perundang-undangan yaitu: perundang-undangan yaitu: 

tentang “Aturan Umum Peraturan
Bepalingen van Wet geving atau
mengatur bahwa golongan
dan golongan Bumiputra. 
agama yaitu bagi mereka
eropah dan bagi mereka yang 



b. Tahun 1854 dengan keluarnya “Peraturan
(Regering Reglement disingkat RR) ketentuan
pasal 109 RR ), dimana perbedaan agama tidak
golongan penduduk menjadi: Golongan Eropah
golongan Bumi Putra dan yang dipersamakan

c. Tahun 1920 diberlakukannya Indische Staatsregeling
109 RR diganti dengan pasal 163 IS yang membagi
menjadi 3 (tiga), yaitu: golongan Eropah, golongan
Asing. Berdasarkan atas adanya penggolongan
bidang hukum acara pidana terdapat beberapa
yang berlaku, yaitu sebagai berikut: 

*  Reglement op de Rechterlijk Organisatie (reglemen*  Reglement op de Rechterlijk Organisatie (reglemen
no.57, yang memuat ketetapan-ketetapan mengenai

* Reglement op de Straf voordering (reglemen
yang memuat hukum acara pidana bagi golongan
disamakan dengan mereka.

Peraturan Pemerintahan Hindia Belanda” 
ketentuan pasal 6 sampai 10 AB diganti dengan

tidak lagi disyaratkan, sehingga
Eropah dan yang dipersamakan serta

dipersamakan. 

Staatsregeling disingkat IS dalam pasal
membagi golongan penduduk Indonesia 

golongan Bumi Putra dan golongan Timur
penggolongan penduduk tersebut, maka dalam

beberapa peraturan perundang-undangan

reglemen Organisasi Kehakiman) stb.1848 reglemen Organisasi Kehakiman) stb.1848 
mengenai organisasi kehakiman.

reglemen hukum acara pidana) stb. 1849 no.63, 
golongan penduduk Eropah dan yang 



c. Landgrechtsregelment (reglemen Hakim Kepolisian
acara di muka Hakim Kepolisian yang memeriksa
kecil untuk semua golongan penduduk. 

d. Inlandsch Reglement (reglemen Bumiputa) yang 
no.16 memuat hukum acara perdata dan hukumno.16 memuat hukum acara perdata dan hukum
“Landraad” bagi golongan penduduk Bumiputra
hanya berlaku untuk daerah Jawa dan Madura, 
dan Madura berlaku “Rechtsreglement voor
stb.1927 no.227 

Yang merencanakan IR itu adalah sarjana hukum
yang pada waktu itu oleh pemerintah Belanda
mengadakan perundang-undangan baru. Dan mengadakan perundang-undangan baru. Dan 
diperbaharui (herzien), sehingga menjadi “Herzien
disingkat HIR.( Ansorie Sabuan SH. Dkk, Hukum
Bandung,hal 25 dst. ).

Kepolisian) stb. 1914 no.317 yang memuat
memeriksa dan memutus perkara-perkara

yang biasa disingkat dengan IR stb. 1848 
hukum acara pidana dimuka pengadilanhukum acara pidana dimuka pengadilan

Bumiputra (Indonesia) dan Timur Asing, yang 
Madura, sedangkan untuk daerah luar Jawa

de Buitengewesten” yang disingkat R Bg

hukum Belanda bernama Mr.H.I Wickers 
Belanda dikirim ke Indonesia untuk membantu

. Dan kemudian dengan stb. 1941 no.44 IR . Dan kemudian dengan stb. 1941 no.44 IR 
Herzien Inlandsch Reglement” atau

Hukum Acara Pidana, Pen. Angkasa



HUKUM ACARA PIDANA DENGAN
UU NO 8 TAHUN

Untuk mencapai kekuasaan kehakiman sebagaimana
1945 ialah: kekuasaan Negara yang merdeka dan
Untuk mencapai kekuasaan kehakiman sebagaimana
1945 ialah: kekuasaan Negara yang merdeka dan
hukum serta keadilan berdasarkan Pancasila, maka
Ketentuan-ketentuan Pokok Kehakiman, yang kemudian
dengan judul yang sama. Selanjutnya dalam pasal
disebutkan bahwa hukum acara pidana dibuat dalam
sekarang ini undang-undang yang dimaksudkan telah
diundangkannya UU No 8 Tahun 1981 tanggal 31 
hukum acara pidana yang baru yaitu: “Kitab Undang
disingkat KUHAP. Dengan berlakunya KUHAP sekarang
berlakunya: berlakunya: 

a. H I R ( stb.1941 no 44), dihubungkan dengan UU No 1 
pelaksanaannya. 

b. Ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang
sepanjang mengenai hukum acara pidana.

DENGAN BERLAKUNYA
TAHUN 1981

sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 24 UUD 
dan dapat menyelenggarakan penegakan

sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 24 UUD 
dan dapat menyelenggarakan penegakan

maka dibuatlah UU No 19 Tahun 1964 tentang
kemudian diganti dengan UU No 14 Tahun 1970 
pasal 12 UU No 14 Tahun 1970 tersebut

dalam undang-undang tersendiri, dan
telah terwujud yaitu dengan telah

31 Desember 1981 yang menyatakan berlaku
Undang-undang Hukum Acara Pidana”, 
sekarang ini dengan tegas dinyatakan dicabut

UU No 1 Drt 1951 beserta aturan

perundang-undangan lain, dengan ketentuan



RUANG LINGKUP HUKUM

Ruang lingkut hukum acara pidana sangat erat
pemeriksaan perkara pidana, yang oeh KUHAP 
tahap, yaitu: Penyidikan, penuntutan, pemeriksaantahap, yaitu: Penyidikan, penuntutan, pemeriksaan
pelaksanaan putusan (eksekusi).

a. Penyidikan perkara pidana , merupakan
perkara pidana yang dilakukan oleh penyidik
sejak adanya sangkan bahwa seseorang
pidana. 

b. Penuntutan perkara pidana, adalah tindakanb. Penuntutan perkara pidana, adalah tindakan
perkara pidana ke pengadilan negeri yang 
cara yang diatur dalam undang-undang
supaya diperiksa dan diputus oleh hakim 
perkara pidana adalah tugas yang dilakukan

HUKUM ACARA PIDANA

erat kaitannya dengan proses
KUHAP sekarang ini dibagi menjadi 4 

pemeriksaan di sidang pengadilan danpemeriksaan di sidang pengadilan dan

tahapan pertama dalam pemeriksaan
penyidik dalam hal ini adalah polisi, yaitu

telah melakukan suatu perbuatan

tindakan penuntut umum untuk melimpahkantindakan penuntut umum untuk melimpahkan
yang berwenang, dalam hal dan menurut

hukum acara pidana dengan permintaan
hakim di sidang pengadilan. Penuntutan
dilakukan oleh kejaksaan



c. Pemeriksaan di sidang pengadilan .Setelah
Jaksa/Penuntut umum ke pengadilan yang 
bagi hakim pengadilan untuk memeriksa
mengambil keputusan. Mengadili adalah
menerima, memeriksa dan memutus perkara
jujur dan tidak memihak di sidang pengadilanjujur dan tidak memihak di sidang pengadilan
diatur dalam undang-undang hukum acara

d. Pelaksanaan putusan. Melaksanakan keputusan
agar segala sesuatu yang tercantum dalam
dilaksanakan. Pelaksanaan keputusan hakim 
tetap ada pengawasan oleh hakim. Lihat
KejaksaanRI,pasal 30 ayat l. Hakekat eksekusi
dictum putusan pengadilan dapat dilaksanakandictum putusan pengadilan dapat dilaksanakan
putusan Pengadilan yang membebaskan terdakwa
tahanan ,agar segera untuk dibebaskan ( 

Setelah suatu perkara pidana oleh
yang berwenang, maka tugas selanjutnya

dan mengadili serta kemudian
serangkaian tindakan hakim untuk

perkara pidana berdasarkan asas bebas, 
pengadilan dalam hal dan menurut cara yang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang 

acara pidana.

keputusan hakim adalah menyelenggarakan
dalam surat keputusan hakim dapat
hakim ini adalah tugas kejaksaan dengan

UU N0. 16/2004 tentang
eksekusi ini adalah agar supaya amar/ 

dilaksanakan. Terutama sekali terhadapdilaksanakan. Terutama sekali terhadap
terdakwa / vrijspraak berada dalam
( prhatikan HAM setiap individu )
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